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i1 terdusarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Nepgaca dan undang-undang terkait lainnya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 9
Mei 2011 telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun
2010 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan Keuangan tersebut terdiri
dari Neraca per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus
Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.
Laporan Keuangan tersebut merupakan tanggung jawab Pemeyintah Kabupaten Bandung Barat.

12 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.4.1.a atas Lapofan Keuangan, Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat menyajikan akun Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-
masing sebesar Rp227,87 milliar dan Rp208,73 miliar. Berdasarkan hasil pengujian saldo kas
mengungkapkan saldo per 31 Desember 2010 tersebut mefupakan saldo kas yang tersimpan di
releening koran Bank Jabar Banten. Namun pengujian atas Byku Kas Umum yang dibuat oleh BUD
Jiketahut balwa saldo kas hanya sebesar Rp226,88 miliar atay terdapat selisih sebesar Rp994,68 juta

winpakan SP2D yang masih beredar sebesar Rpl,12| milliar dan adanva kesalahan double

i fank Jabar Banten sebesar Rp134,72 juta. Senjentara itu dari sisi Laporan Realisasi

(I RA) atas selisih tersebut sudah merupakan bagjan dari total belanja daerah schingga

rekening koran tersebut harus dikoreksi sebesar outytanding SP2D dan ditambah dengzan
wesoahan double posting dari Bank Jabar Banten. Namun, apabila dilakukan koreksi atas rekening
L+ dalam neraca akan menyebabkan nilai SiLPA dalam Ngraca tidak akan sama dengan Sil.PA
lnla LRA. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tjdak dapat menjelaskan adanya selisih
tersehnt, BPK. tidak dapat melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai terhadap selisih kas
tersehul.

03 Scbagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1 atas Laporpn Keuangan, Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat menyajikan akun Lain-lain Pendapatan Asli Dperah yang Sah per 31 Desember 2010
dan 2009 masing-masing sebesar Rp13,67 miliar dan 8,28 miiliar. Saldo Lain-lain Pendapatan Asli
Dacrah yang Sah per 31 Desember 2010 diantaranya dikejola oleh DPPKAD sebesar Rpl3.62
miliar. Dalam jumlah yang dikelola oleh DPPKAD tersebut, |diantaranya terdapat pengakuan Lain-
lain PAD yang Sah sebesar Rp2,2 miliar yang tidak didukung|dengan Surat Tanda Setoran dan tidak

tercermin  dalam rekening koran Kas Daerah. Catatan |dan dokumen yang tersedia tidak
memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan ypng memadai untuk dapat meyakini

peneakuan jumlah Lain-lain PAD yang sah.

“hacaimana diungkapkan dalam Catatan 5.4.4 atas Laporpn Keuangan, Pemerintah Kabupaten
ne Barat menvajikan akun Persediaan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing

b eewgkilan Provinsi Jawa Barat
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sebesar Rp4.32 miliar dan Rp3,4]1 miliar. Saldo persediaan per 31 Desember 2010 tersebut

mengandung kelemahan, diantaranya (1) sebesar Rp3,89 m
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyajikan persediaan

liar pada Dinas Kesehatan dan Dinas
pberdasarkan harga Keputusan Menteri

Kesehatan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, bukan berdasarkan harga perolehan; (2) sebesar

Rp26.91 juta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip

| tidak berdasarkan stock opname; (3)

persediaan vang dilaporkan tidak termasuk pada 15 UPTD dlan 1 sanggar pada Dinas Pendidikan,

Wik dan Olahraga, Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta

Karya. Nilai persediaan dapat berbeda

oipnitikan jika Pemerintah Kabupaten Bandung Barap telah menyajikan seluruh persedinan
“an viock opname dan dinilai berdasarkan harga perolehannya.

viemana dinngkapkan dalam Catatan 5.4.2.a atas Lapo
tandung Harat menyajikan akun Piutang Pajak per 31 Desj
jobesar Rp281,67 juta dan Rp0,00. Saldo piutang pajak yang
per 31 Desember 2010 tersebut hanya berasal dari sisa penl
{(SKID) tahun 2010 dan belum termasuk SKPD tahun 2008
akhir tahun 2010. Catatan dan dokumen yang tersedia tid
prosedur pemeriksaaan yang memadai untuk dapat meyakini §

ran Keuangan, Pemerintah Kabupaien
ember 2010 dan 2009 masing-masing
| dilaporkan dalam Laporan Keuangan
erbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
dan 2009 yang belum dilunasi samipai
ak memungkinkan BPK menerapkan
aldo piutang pajak tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.7.d atas Lapo
Bandung Barat menyajikan saldo arus bersih dari aktivit
Laporan Arus Kas (LAK) per 31 Desember 2010 dan 20

an Keuangan, Pemerintah Kabupaten
s non anggaran yang berasal dalam
masing-masing sebesar Rp0.00 dan

Rp712.72 juta. Saldo arus bersih dari aktivitas non anggaran yang dilaporkan per 31 Desember 2010
tersebut terdiri dari penerimaan dan pengeluaran perhitunggn pihak ketiga (PFK) masing masing
sebesar Rp36,67 juta. Jumlah tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran
vang belum disetor ke Kas Negara dan seharusnya tidak disajikan dalam akun LAK. Pemerintah
FLabrpaten Bandung Barat tidak dapat memberikan data sgcara memadai atas pajak vang sudah
crprment dan disetorkan ke Kas Negara yang dipotong langsupg oleh Bank Jabar Banten.

cimana diungkapkan dalam Catatan 5.4.6 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten

v Barat menyajikan akun aset tetap per 31 Desember (2010 dan 2009 masing-masing sehesar
*triliun dan Rp168,12 miliar. Dalam jumlah yang dilaporkan per 31 Desember 2010 tersebut
viranva berasal dari mutasi tambah aset tetap limpahan Kabupaten Bandung sebesar Rp®135,30
s Dalam saldo Aset Tetap limpahan Kabupaten Bandung tersebut masih mengandung beberapa
wopmsalahan antara lain ketidaksesuaian antara aset limpahan dengan fisik asetnya yaitu asel tetap
potrunal sebesar Rp53,42 milliar yang tidak tercantum dplam SK penyerahan aset Kabupaten
Bamding namun disajikzm dalam Neraca per 31 Desember 3010 dan sebesar Rp14,37 milliar yang
terdapat  dalam  SK penyerahan namun tidak diketahuj keberadaannya. Selain itu dalam
penatausahaan aset tetap yang dilaporkan dalam Neraca pep 31 Desember 2010 belum dilakukan
dengan tertib antara lain (1) sebesar Rp239 juta langsung dihapuskan tanpa prosedur penghapusan;
(2) sebesar Rp160,99 juta nilai aset tetap dicatat oleh dua SKPD (dobel catat); (3) sebesar Rp3,38

miliar sudah diserahkan ke masyarakat; (4) sebesar Rp148,
(5) sebanvak 88 buah aset tetap tidak tercatat dalam Kartu
dilaporkan belum mencakup aset tetap yang dianggarkan
rinciannya tidak diketahui. BPK tidak dapat menerapkan prog
neyakini nilai aset tetap tersebut.

L

ebapaimana diungkapkan dalam catatan 5.2 atas Laporan K¢
Boandnng Barat menyajikan realisasi total belanja daerah dal

cialiian Provinsi Jawa Barat

b1 juta tidak diketahui keberadaannya;
Inventaris Barang; dan (6) saldo vang

dari belanja barang dan jasa vang
edur pemeriksaan yang memadai untuk

tuangan, Pemerintah Daerzh Kabupaten
hm Laporan Realisasi Anggaran (LRA)




per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesat Rp1,01 triliun dan Rp782,78 miliar.
Realisasi belanja per 31 Desember 2010 tersebut diantaranya berupa realisasi belanja Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp455,01 milfar. Sampai dengan waktu yang telah
ditentukan,  Dinas  Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak dapat memberikan bukti
perianggungiawaban secara lengkap atas 11 kegiatan demgan realisasi sebesar _Rp57,33 miliar.
Pengan adanya pembatasan lingkup pemeriksaan tersebut, BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan

¢ memadai untuk dapat meyakini kewajaran realisasi beldnja tersebut.

permasalahan yang diuraikan dalam Paragraf di 4tas dan BPK tidak dapat menerapkan
. i pemeriksaan,  lingkup  pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan BPK
nenvaiakan, dan BPK tidak menyatakan, pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2010 dan 2009, +—

Pogai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan
bt BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap
woiatiran perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan
Kepatuhan  terhadap  Peraturan Perundang-undangan |disajikan dalam Laporan Nomor
42.B/LHP/XVIILBDG/07/2011 dan Nomor 42.C/LHP/XVIILBDG/07/2011 tanggal 29 Juli 2011,
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

i

“Sl#tne Kurma,wan«, M.Sc., Ak
Akuntan Rg’glﬁtgr Neﬂara D-14.82%
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Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 T:

LRIKSAAN
ANGAN

thun 2003 tentang Keuangan Negara

dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemerikda Keuangan (BPK) telah memeriksa
Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per fanggal 31 Desember 2011, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan fatas Laporan Keuangan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan

pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemerik

wecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf
pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan K
terscbut mengharuskan BPK  merencanakan dar
memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keu
suatic pemeriksaan  meliputi  eksaminasi, atas d
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dals
juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang]
yang dibuat oleh  Pemerintah Kabupaten Bandu
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK
memberikan dasar memadai untuk menyatakan penda

Dalam Laporan BPK Nomor 42.A/LHP/XVIILBDG
tidak menyatakan pendapat atas Neraca Pemerint
tanggal 31 Desember 2010, Laporan Realisasi Angg

berikut ini,
cuangan Negara (SPKN). Standar

b

saan yang dilakukan.

BPK  melaksanakan

melaksanakan pemeriksaan agar

angan bebas dari salah saji material,
asar  pengujian, bukti-bukti vang

m laporan keuangan. Pemeriksaan
digunakan dan estimasi signitikan

g Barat, serta penilaian terhadap

yakin bahwa pemeriksaan tersebut

pat.

07/2011 tanggal 29 Juli 2011, BPK
th Kabupaten Bandung Barat per

an, Laporan Arus Kas, dan Catatan

atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

karena masalah-masalah: (1) Selisih Kas pada Kas
Buku Kas Umum (BKU) dan Rekening Koran tida
Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar
Rekening Koran; (3) Penyajian Persediaan sebesar
Opname secara menyeluruh; (4) Penyajian Piutang
Juta belum dapat diyakini kewajarannya; (5) Pem
Belanja Langsung tidak disajikan dalam LAK; (6)

aerah sebesar Rp994.69 juta antara
dapat dikoreksi; (2) Akun Lain —
p2,20 miliar tidak terdapat dalam
3,9 miliar tidak berdasarkan Stock
jak Tahun 2010 sebesar Rp281,68
ongan Pajak atas SP2D Gaji dan
et Tetap minimal sebesar Rp53,42

milliar yang tidak tercantum dalam SK penyerahan aset Kabupaten Bandung namun

hsajikan dalam Neraca per 31 Desember 2010 d
terdapat dalam SK penyerahan namun tidak diketah
penatausahaan aset tetap yang dilaporkan dalam Ne
dilakukan dengan tertib antara lain: (a) sebesar Rp2

an sebesar Rp14,37 milliar yang
ui keberadaannya. Selain itu dalam
faca per 31 Desember 2010 belum
B9 juta langsung dihapuskan tanpa

EPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
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menyajikan secara wajar, dalam semua hal vang material, posisi keuangan Pemerintah

Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 20| 1,

realisasi anggaran, arus kas. dan

Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yapg

memadai atas kewajaran laporan

keuangan tersebut, BPK  melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undapgan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
disajikan dalam Laporan Nomor 21B/LHP/XVIILBDG/06/2012 tanggal 8 Juni 2012 dan
Nomor 21C/LHP/XVIILBDG/06/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari laporan ini,

Bandung, 8 Juni 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Slamet Kurh
A quntﬁﬁf'keg.-‘.srer Negara D-14.825

‘REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan [Provinsi Jawa Barat
Henangeun

Jawab Pemeriksaan, fl

.
2

1a€ifan, M.Sc., Ak.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
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LAPORAN HASIL PEME

ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undan
tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undan
Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Nerac
Barat tanggal 31 Desember 2012 dan 20] 1, E
Kas dan Catatan atas Laporan Keuang
terschut. 1

an untuk tahun
-aporan Keuangan adalah tanggung jawa

Barat. Tanggung jawab BPK terletak pada perny:

berdasarkan pemeriksaan vang telah dilakukan,

[Lecuali terhadap hal vang diuraikan dalam paragraf
pemertksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuy
wruskan BPK merencanakan dan melaksanak:
yakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas
pemeriksaan  meliputi pengujian  bukti-bukti yang
pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksa
pencrapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estj
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, penilaian atd
peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandala
berdampak material terhadap laporan keuangan, serta
laporan keuangan secara keseluruhan,
memberikan dasar yang memadai untuk menyatak

]
menyg

an op

Dalam Laporan BPK Nomor 21 A/LHP/XVIILBDG/06
menyatakan opini, kecuali untuk dampak penyesuaian
Jika  Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah
Pemerintah Kabupaten Bandung atas aset tetap cks peli
secara menyeluruh dan telah melakukan inventarisasi
wesual dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca
sarat tngeal 31 Desember 2011, Laporan Realisasi A

Hatn atas Laporan: Keuangan untuk tahun yang

civajikan secara wajar, dalam semua hal yang mate
wabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2011,

BPK  yaki

KSAAN

tentang Pemeriksaan Pengelolaan
-Undang Nomor 15 Tahun 2006

-Undang terkait lainnya, Badan

Pemerintah Kabupaten Bandung

aporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus

ang berakhir pada tanggal-tanggal
Pemerintah Kabupaten Bandung
aan opini atas laporan keuangan

berikut ini, BPK melaksanakan
angan Negara. Standar tersebui

N pemeriksaan agar memperoleh

dari salah saji material. Syaty
mendukung Jumlah-jumlah  dan
N juga meliputi penilaian atas
masi signifikan yang dibuat ojel
s kepatuhan terhadap ketentuan
h sistem pengendalian intern yang
penilaian terhadap [5::1yujiai1 atas
in bahwa pemeriksaan tersebut
ni.

2012 tanggal 08 Juni 2012. BPK
» Yang mungkin perlu dilakukan
melakukan rekonsiliasi dengan
mpahan dari Kabupaten Bandung
dan penilaian atas seluruh ase
Pemerintah Kabupaten Bandung
nggaran, Laporan Arus Kas dan
berakhir pada tanggal tersebut,
fial, posisi keuangan Pemerintah
realisasi anggaran, arus kas, dan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
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catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan koordinasi dan

cehensiliasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung,
dilimpahkan oleh Kabupaten Bandung dapat diidentifi
Selainitu Pemerintah  Kabupaten Bandung Bargt

iventarisasi dan penilaian atas seluruh aset yang dimil

namun belum seluruh aset vany
kasi dan diketahui keberadaannya,
belum sepenuhnya melakukan
ikinya.

sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.4.6 atds Laporan Keuangan, Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing  sebesar Rpl1,62 triliun  dan Rpl
pengendalian intern dalam  penatausahaan dan peh

29 triliun. Terdapat kelemahan

yajian aset tetap pada Laporan

Kevangan Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu (1) Sebanyak 137 bidang tanah seluas
6.398.313M" dicatat dengan harga satuan'Rp1,00 per M?, satu bidang tanah seluas 12,392

M’ dinilai nol, enam bidang tanah disajikan dengan
yang digunakan untuk jalan kabupaten belum dicatat

hilai Rp405,00, dan seluruh tanah

dan disajikan dalam neraca, serta

tanah limpahan dari Kabupaten Bandung tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp21.29
miliar; (2) Aset gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
sebesar Rp13,40 miliar dan aset gedung dan bangupan eks limpahan dari Kabupaten

Bandung sebesar Rp14,26 miliar tidak dapat diketahui

keberadaannya; dan (3) Aset tetap

peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.99 miliar

tidak didukung dengan daftar rincian yang memadai
vang bersumber dari Dana BOS Pusat, Provinsi dar
dafam laporan keuangan. Catatan dan dokumen vang
mencrapkan prosedur pemeriksaan yang memadai

[

whagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.2 aty
abupaten Bandung Barat menyajikan realisasi Re
berakhie pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

an aset tetap peralatan dan mesin

Kabupaten tidak dapat disajikan
ersedia tidak memungkinkan BPK
untuk meyakini nilai aset tetap

s Laporan Keuangan, Pemerintal;
ribusi Daerah untuk tahun yang
masing-masing sebesar Rp13,29

miliac dan Rp10.19 miliar. Dalam saldo retribusi daérah sampai dengan 31 Desember

~012 tersebut, belum termasuk penerimaan retribusi
Unim Daerah sebesar Rp1,51 miliar dan UPTD Puskl
digunakan langsung tanpa melalui mekanisme A

penggunaan langsung tersebut tidak dapat diuji kew

daerah pada UPT Rumah Sakit
esmas sebesar Rp4,26 miliar vang
PBD. Pertanggungjawaban atas
pjarannya dan tidak diungkapkan

sccara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan dan dokumen yang
tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai

untuk meyakini nilai retribusi daerah tersebut.

Menurat opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaia

perfu dilakukan, jika Pemerintah Kabupaten Bandung

rekonsiliasi dan menelusuri keberadaan aset tetap

1 tersebut, jika ada, yang mungkin
Barat telah selesai  melakukan
cks pelimpahan dari Kabupaten

Bandnng, melakukan inventarisasi dan penilaian aset tetap tanah, gedung dan bangunan,

peralatan dan mesin secara tuntas dan menyeluruh sert
~daerab termasuk realisasi belanjanya sesuai dengan

o menyajikan pendapatan retribusi
Standar Akuntansi Pemerintahan.

faporan keuangan vang disebut di atas menyajikan seqara wajar, dalam semua hal yang

materinl posist keuangan Pemerintah Kabupaten Banflung Barat tanggal 31

- realisasi anggaran, arus kas dan Catatan atas La

Desember
poran Keuangan untuk tahun yang

nerakie pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

APK Perwakilan Provinsi Jawa Barat




Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, -
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem |pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas
Sistemn Pengendalian Intern dan Laporan hasil penperiksaan atas Kepatuhan Terhadap
Peraturan Pperundang-undangan  disajikan  daldm Laporan Nomor 14B/LHP/
NVILBDG/05/2103 dan Nomor 14C/LHP/XVIILBDG/05/2013 tanggal 24 Mei 2013,
“ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporay ini.

Bandung, 24 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pérwakilag g
Pepangg

b

Dede Sukagjo, S.EMWM., Ak,
A krrn!drr,‘f‘ﬂegr_'s_?kr Negara D-38.384
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan
Pomeriksa Kevangan (BPK) telah memeriksa Nerada Pemerintahh Kabupaten Bandung
Lraral tangeal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporap Realisasi Anggaran dan Laporan
Aris Kas untuk tahun yang berakhir  pada tanggal-fanggal tersebut serta Catatan atas
Eoporan Keuangan, Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan
kevangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Koecnadi terhadap hal yang diuraikan dalam paragrgf berikut ini, BPK melaksanakan
pemerihsaan berdasarkan  Standar Pemeriksaan Kguangan Negara. Standar tersebut
mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh
keyvakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bgbas dari salah saji material. Suatu
pemeriksaan  meliputi  pengujian bukti-bukti yangl mendukung jumlah-jumlah dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemerikspan juga meliputi penilaian atas
penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan esfimasi signifikan yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, penilaian qtas kepatuhan terhadap ketentuan
peraluran  perundang-undangan, penilaian atas keahdalan sistem pengendalian intern
vang berdampak material terhadap laporan keuvangan| serta penilaian terhadap penyajian
atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut
memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan ppini.

Dalam Laporan BPK Nomor 14A/LHP/XVIILBDG/(6/2013 tanggal 24 Mei 2013, BPK
menvatakan pendapat, kecuali untuk dampak penyesgaian, jika ada, yang mungkin periu
Jilikikan apabila Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat menelusuri penyajian uilai

L etap yang tidak memadai dan penggunaan langsung retribusi daerah tanpa melahu
mekanmisme  APBD,  Laporan  Keuangan Pemeriptah  Kabupaten Bandung Barat
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2012, replisasi anggaran dan arus kas untuk
tahun  vang  berakhir pada tanggal tersebut sgsuai dengan Standar Akuntansi
femerintahan.
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Facla babiin 2013, Pemerintah Kabupaten Bandung Bar,

relconwilinst dengan Pemerintah Kabupaten Bandung,

a
Selain itn, Pemerintah  Kabupaten Bandung Barat

inventarisasi dan penilaian atas seluruh aset yang dit
Bandung Barat telah menyajikan pendapatan restribu

Standar Akuntansi Pemerintahan.

41 telah melakukan koordinasi dan
namun belum seluruh aset yang

Hitnpahkan oleh Kabupaten Bandung dapat diidentifilasi dan diketahui keberadaannya.

belum sepenuhnya melakukan
hilikinya, Pemerintah Kabupaten
L dan belanjanya sesuai dengan

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.2.2.1.3 ata Laporan Keuangan, Pemerintah

Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Aset Tetap
masing-masing sebesar Rp2.082,05 miliar dan Rpl.61
pengendalian intern dalam penatausahaan dan peny
Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu

per 31 Desember 2013 dan 2012
9,43 miliar, Terdapat kelemahan
hjian Aset Tetap pada Laporan
(1) sebanyak empat bidang tanah

disajikan dengan nilai Rp403,00, Aset Tanah sebanyjak 620 bidang senilai Rpl25,79

miliar dan tanah limpahan dari Kabupaten Bandung s
divakini keberadaanya, dan tanah untuk jalan kabupatg

enilai Rpl,79 miliar belum dapat
n maupun bangunan dan jaringan

irigasi belum seluruhnya dicatat dan disajikan dalam neyaca; (2) Aset Tetap Peralatan dan

Mesin sebanyak 216 unit senilai Rp22,77 miliar belum
Peralatan dan Mesin dari dana BOS belum selupuhnya tercatat dan tersaji dalam
588 unit senilai Rp228.79 miliar

Vi

Neraea: (3) Aset Gedung dan Bangunan sebanyak |

betum dapat divakini keberadaanya, dan Aset Peral

til scbagai Aset Gedung dan Bangunan pada
Uilihraga: (4) Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai
Lieberadaannya; (5) Rincian dan mutasi pengurangan

dapat diyakini keberadaanya dan

hian dan Mesin dari dana DAK
Dinas Pendidikan, Pemuda dan
3,59 miliar belum dapat diyakini
hilai Aset Tetap sebesar Rpl1.59

miliar yang berasal dari revisi nilai aset tetap eks limTahan Kabupaten Bandung. sesuai

SKC Bupati Bandung Nomor 030/Kep.581-Aset/2013

dupat dijelaskan, Catatan dan dokumen yang ters
menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai

tersebut.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaia)
perlu dilakukan, jika pemerintah Kabupaten Bandun

rekonsiliasi dan menelusuri keberadaan Aset Teta

Bandung, dan melakukan inventarisasi, penilaian da
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalar
dan menyeluruh, laporan keuangan yang disebut di atg

semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah

31 Desember 2013 dan 2012, dan Realisasi Anggaran|

berikhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan &

anggal 16 Desember 2013 belum
edia tidak memungkinkan BPK
ntuk meyakini nilai Aset Tetap

h tersebut, jika ada, yang mungkin
g Barat telah selesai melakukan
b eks limpahan dari Kabupaten
n pencatatan Asct Tetap Tanah,
, Irigasi dan Jaringan secara tuntas
is menyajikan secara wajar, dalam
[Kabupaten Bandung Barat tanggal
serta Arus Kas untuk tahun yang
fandar Akuntansi Pemerintahan.
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itk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut.
i juea melakukan pemeriksaan terhadap sistem gengendalian intern dan kepatuhan
b Ketentuan - perundang-undangan.  Laporan | Hasil  Pemeriksaan atas  Sistem
wengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan 4tas Kepatuhan terhadap Ketentuan
ceratiran Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 29B/LHP/XVIHLBDG/
Va201 tanggal 23 Mei 2014 dan Nomor 29C/LHP/XNVIIL.BDG/05/20 14 tanggal 23 Mei
U4, vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lpporan ini,

Bandung, 23 Mei 2014

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Emmy Mutiyrini, S.E., M.Si,, Ak.
Akuntan, Register Negara No, D-15.042
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BADAN PEMERIKSA KE

JANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undan

tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-U

tentang Pemeriksaan Pengelolaan
p-Undang Nomor 15 Tahun 2006
ndang terkait lainnya, BPK telah

memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2014 dan

2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Ar
pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Lap
adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ban
terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan
dilakukan.

vecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragr
pemeriksaan  berdasarkan Standar Pemeriksaan Ke
mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanak
evakinan yang memadai bahwa laporan keuangan b
pomoriksaan meliputi - pengujian  bukti-bukti  yang
pengnnekapan dalam laporan keuangan. Pemeriks
penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan es
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, penilaian a
peraturan
vane berdampak material terhadap laporan keuangan,
atas laporan keuangan secara keseluruhan, BPK v
memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan o

Dalam Laporan BPK Nomor 29A/LHP/XVIILBDG/0
menyatakan pendapat, kecuali untuk dampak penyesu

dilakukan apabila Pemerintah Kabupaten Bandung
keberadaan Aset TetY

dan menelusuri
Bandung, dan melakukan inventarisasi, penilaian
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jala

rekonsiliasi

dan menyeluruh, Laporan Keuangan Pemerintah Kab

secara wajar, dalam semua hal yang material, posis

perundang-undangan, penilaian atas kea

dan

s Kas untuk tahun vang berakhir
ran Keuangan. Laporan keuangan
img Barat. Tanggung jawab BPK
erdasarkan pemeriksaan yang telah

berikut ini, BPK melaksanakan
angan Negara. Standar tersebut
n pemeriksaan agar memperoleh
bas dari salah saji material. Suatu
mendukung jumlah-jumlah  dan
an juga meliputi penilaian atas
imasi signifikan yang dibuat oleh
as kepatuhan terhadap ketentuan
dalan sistem pengendalian intern
serta penilaian terhadap penyvajian
akin bahwa pemeriksaan tersebut
bini.

5/2014 tanggal 25 Mei 2014, BPK
hian, jika ada, yang mungkin perlu
Barat telah selesai melakukan
eks limpahan dari Kabupaten
pencatatan Aset Tetap Tanah,
, Irigasi dan Jaringan secara tuntas
ipaten Bandung Barat menyajikan
keuangan Pemerintah Kabupaten

Bandung Barat per 31 Desember 2013, realisasi anggdran dan arus kas untuk tahun yang

berakchir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar A

kuntansi Pemerintahan.

i*adn Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan koordinasi dan

relionsiliasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung
penfelasan dan data rincian atas pengurangan aset te

serta telah dapat menyampaikan
ap sebesar Rp11.59 miliar sesuai

1 SK pelimpahan aset dari Pemerintah Kabupatepn Bandung, namun belum seluruh
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aset vang dilimpahkan oleh Kabupaten Bandung

keberadaannya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Ban
menveluruh melakukan inventarisasi dan penilaian ata

Schagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.2.2.1.3 a

koabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Aset Tet
masing-masing sebesar Rp4.125,33 miliar dan Rp2.

neccendalian antern dalam penatausahaan dan pen

mithiar masih belum dapat diyakini keberadaannya; (2

Hapat diidentifikasi dan diketahui
dung Barat belum secara tuntas dan
5 seluruh aset yang dimilikinya,

as Laporan Keuangan. Pemerintah
p per 31 Desember 2014 dan 2015
82,05 miliar. Terdapat kelemahan
vajian Aset Tetap pada Laporan

t:

(

Penyajian nilai Aset Tetap sebesar

foeunngan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yail: (1) Aset Tetap senilai Rp182.26
)

pl.698.4 1miliar yang terdiri 113 bidang tanah di b

sentlai Rpl.697,19 miliar dan 4 bidang tanah pada SKJ
ticiak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan; (3) Ase
Jaringan Irigasi belum tersaji dan belum seluruh Aset

dalam Neraca; (4) Aset Tetap yang berasal dari Dana

dan 2014 belum seluruhnya tersaji dan belum dapat

pengklasifikasiannya; (5) Aset Tetap Lain-lain pada

nilai yang tidak wajar sebanyak 2.726 unit senilai Rp

Tetap dengan nilai Rp1,00 pada Dinas Pendidikan.

ah jalan pada Dinas Bina Marga
°D Dinas Pendidikan Rp1.23 miliar
Tetap Tanah untuk Bangunan dan
Tetap Tanah di bawah jalan tersaji
BOS 2012, 2013, 2014, DAK 2013
diyakini ketepatan pencatatan dan
Dinas Pendidikan disajikan dengan
64.819,00; dan (6) Penyajian Aset
tatan dan dokumen yang tersedia

I

tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur ppmeriksaan yang memadai untuk

meyakini nilai Aset Tetap tersebut.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaign tersebut, jika ada, yang mungkin
perlu dilakukan, jika pemerintah Kabupaten Bandupg Barat telah selesai melakukan

rekonsiliasi dan menelusuri keberadaan Aset Tet

Bandung, dan melakukan inventarisasi, penilaian d
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalaf
dan menyeluruh, laporan keuangan yang disebut di at

mua hal yvang material, posisi keuangan Pemerintah

Desember 2014 dan 2013, dan Realisasi Anggaran
beralchir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan S

Utk memperoleh keyakinan yang memadai atas key
PPR juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem p
ierhadap  ketentuan  perundang-undangan. Laporan
Pencendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan al
f'eraturan Perundang-undangan disajikan dalam Lapo
(5/2015 tanggal 05 Mei 2015 dan Nomor 39C/LHP/X
2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari |

«

BAD/

Per

Pe

E
Akur

eks limpahan dari Kabupaten
an pencatatan Aset Tetap Tanah,
, Irigasi dan Jaringan secara tuntas
hs menyajikan secara wajar, dalam
Kabupaten Bandung Barat tanggal

tandar Akuntansi Pemerintahan.

serta Arus Kas untuk tahun yang

vajaran laporan keuangan tersebut,
engendalian intern dan kepatuhan

hasil pemeriksaan atas Sistem

tas Kepatuhan terhadap Ketentuan

-an Nomor 39B/LHP/XVILBDG/

VIIL.BDG/05/2015 tanggal 05 Mei

Aporan ini.

Bandung, 05 Mei 2015

AN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

wakilan Provinsi Jawa Barat
nanggungd Jawab Pemeriksaan,

y Mutigrini, S.E., ML.Si., Ak,

m
'IIF:'L Register Negara No. D-15.042
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BADAN PEMERIKSA KE[UANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriks Keuangan (BPK) telah memeriksa
[lLaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri dari Neraca
tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi An garan, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan
Flnitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tegsebut, serta Catatan atas Laporan

Keuangan.

Fimggung jawab Pemerintah atas laporan keuang

"wmerintah Kabupaten Bandung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
ntern yvang memadai untuk menyusun laporan keugngan yang bebas dari kesalahan
penyajian material, baik vang disebabkan oleh kecurar gan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan satu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan

yang memadai apakah laporan keuangan tersebut| bebas dari kesalahan penyajian
material,

statne pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti ypng mendukung angka-angka dan
Jengunzkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
restimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaign risiko kesalahan penyajian yang
wierial datam laporan kevangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
cettaban. - Dalam melakukan  penilaian  risiko,| Pemeriksa mempertimbangkan
apendalian intern yang relevan dengan penyusurjan dan penyajian wajar laporan
chiangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan
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yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. tetapi by
atas cfektivitas pengendalian intern Pemerintah Kab
vang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas

diginakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang
- DPanding Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan

tkan untuk tujuan menyatakan opini
Ipaten Bandung Barat. Pemeriksaan
ketepatan kebijakan akuntansi yang
dibuat oleh Pemerintah Kabupaten
keuangan secara keseluruhan.

LU wakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah
ciazat dasar untuk menyatakan opini wajar dengan 3

diperoleh adalah cukup dan tepa:,
engecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.5.3.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat melaporkan saldo Aset Tdtap tanggal 31 Desember 2015 dan
2014 masing-masing sebesar Rp2,54 triliun dan Rp4,12 triliun. Sistem pengendalian

intern dan penatausahaan Aset Tetap Pemerintah
memadai untuk mendukung penyajian Aset Tet

abupaten Bandung Barat belum
secara wajar, sehingga masih

ditemukan permasalahan pada penyajian Aset Tetap| Tahun 2015, yaitu: (1) Penyajian
nilai Aset Tetap sebesar Rp124,22 miliar yang terdiri dari hasil penilaian ulang Aset

Tetap TA 2013 sebesar Rp103,79 miliar dan hasil pe
sebesar Rp20,43 miliar tidak berdasarkan harga p
Rp12.64 miliar, yang terdiri Tanah sebesar Rp1,79 mi

Rp4,76 miliar, Peralatan dan Mesin sebesar Rp587,1
sehesar Rp20.00 juta, serta Aset Tetap Lainnya s¢
fiyakini keberadaannya; (3) Nilai Penyusutan Aset T
untansi, antara lain tidak berdasarkan tanggal percle

-!;\

wnentuan masa manfaat Aset Tetap. Pemerintah
omiliki kebijakan terkait pencatatan, penyajian dan

betum dilaksanakan secara memadai. BPK tidak daﬁa

vang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tid;
satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak da
penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

D

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang
opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi
Bandung Barat tanggal 31 Desember 2015, dan real
anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan
pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi

- Penebanan Suatu Hal

A menckankan pada Catatan 5.5.3.1.3 atas Laporan
iz Barat yang menjelaskan bahwa pada TA 2013
t menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama k

{3
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AK

y
P

nilaian ulang Aset Tetap TA 2015
erolehan; (2) Aset Tetap sebesar
liar, Gedung dan Bangunan sebesar
6 juta, Jalan, Irigasi dan Jaringan
besar Rp5,48 miliar belum dapat
ptap tidak sesuai dengan kebijakan
han, dan terdapat kesalahan dalam
Kabupaten Bandung Rarat telah
pengungkapan Aset Tetap, namun
t memperoleh bukti pemeriksaan

k tersedia data dan informasi pada

at menentukan apakah diperlukan

dijelaskan dalam paragraf dasar
yang disebut di atas menyajikan
keuangan Pemerintah Kabupaten
lisasi anggaran, perubahan saldo

ckuitas untuk tahun yang berakhir

Pemerintahan.

Keuangan Pemerintah Kabupaten
, Pemerintah Kabupaten Randung
ali sebagai pelaksanaan Peraturan
untansi Pemerintahan. Pemerintah
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Kabupaten Bandung Barat tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014
berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Laporan Kegangan Tahun 2014 berbasis Akrual.
Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual

disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diu

Keuanean.

Litparan atas SPI dan Kepatuhan

kapkan dalam Catatan atas Laporan

ntule memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,

RPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem
terhadap Ketentuan peraturan perundang-undangan|

pengendalian intern dan kepatuhan
Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap
Ketentuan  Peraturan Perunda11g~und_augan dispjikan  dalam Laporan Nomor
22.B/LHP/XVIILBDG/05/2016 dan Nomor 22.C/LHP/XVII.BDG/05/2016 tanggal 31

Mei 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

ari laporan ini.

Bandung, 31 Mei 2016

)JAN PEMERIKSA KEUANGAN

egara Akuntan No 289]

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 |tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tenfang  Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah | memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember
2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahap Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Uperasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporgn Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
mtern yang memadai untuk menyusun laporan keuapgan yang bebas dari kesalahan
penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan sugtu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemerikspan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian
material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukfi-bukti yang mendukung angka-
aneka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prpsedur yang dipilih mendasarkan
pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk pepilaian risiko kesalahan penvajian
vang material dalam laporan keuangan, baik yang disgbabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan,  Dalam  melakukan penilaian risiko, |Pemeriksa mempertimbangkan
peneendalian intern yang relevan dengan penyusungn dan penvajian wajar laporan
kevangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan
yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukap untuk tujuan menyatakan opini
as efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupdten Bandung Barat. Pemeriksaan
vang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketgpatan kebijakan akuntansi vang
digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan kduangan secara keseluruhan. BPK

BPK Perwaktlan Provinsi Jawa Barat “\( { / .




varin banwa bukti pemeriksaan yang telah diperule+ adalah cukup dan tepat, sebagai
asar untiuk menyatakan opini wajar dengan pengecualjan.

Dasar Opint Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.1.1.4.] dan lampiran 1 atas Laporan
£euangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Kas Lainnya - Kas di
Bendahara BOS per 31 Desember 2016 sebesar Rpl, 1|1 miliar. Nilai tersebut merupakan
saldo dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 3] Desember 2016 yang terdiri dari
kas tunai sebesar Rp337,59 juta dan saldo di rekerjing koran sebesar Rp864.24 juta
(termasuk pendapatan bunga sebesar Rp90,97 juta)] Penyajian saldo rekening koran
tersebut berasal dari rekapitulasi laporan sekolah yang tidak valid dan andal sehingga
terdapat selisih Rp729,67 juta dengan saldo rekening koran sekolah yang riil.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.4.3.2 dan |lampiran 16 Laporan Keuangan,
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Beban Barang untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp316,04 miliar. Dari nilai tersebut
diantaranya sebesar Rp176,87 miliar merupakan bebpn yang berasal dari penggunaan
dana BOS Tahun 2016 yang bermasalah sebagai berikut: (1) Penggunaan sisa kas dana
BOS per 31 Desember 2015 sebesar Rp1,08 miliar tiflak dapat disajikan sebagai beban
Fabun 2016 karena tidak tersedia data rincian penggunaan belanjanya; (2) Terdapal
toiisth penyajian nilai penggunaan dana BOS antara Laporan Operasional dengan
perhilungan matematis atas penerimaan dan penggunapn dana BOS Tahun 2016 sebesar
Rp> 20 miliar yang tidak dapat dijelaskan; (3) Beban Barang atas penggunaan dana BOS
sehesar Rpl76,87 miliar tidak dapat dirinci per jenis bepan.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.1.1.5 dan lampiran 2 atas Laporan Keuangan,
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan| nilai Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp248,04 miliar. Nilai
tersebut  berasal dari hasil perhitungan Bidang Pgndapatan 1l Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu: (1) $enilai Rp746,15 juta merupakan
selisih nilai cetak massal Daftar Himpunan Ketetapgn Pajak; dan (2) Senilai Rp4.42
miliar merupakan koreksi yang tidak dapat dijelaskan rinciannya.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.1.3 dan lamnpiran 5 atas Laporan Keuangan,
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember
2016 sebesar Rp3,32 triliun dan Akumulasi Penyusutdn per 31 Desember 2016 sebesar
Rp660,99 miliar. Dari nilai tersebut, terdapat permasglahan: (1) Sebesar Rpl,11 miliar
meripakan nilai Aset Tetap Tanah seluas 17.400m’ yang belum dapat ditelusuri
keberadaannya: (2) Sebesar Rp9,83 miliar merupakan|nilai Aset Tetap Tanah dan Aset
F'etap Peralatan dan Mesin yang tidak disajikan berdasarkan harga perolehan; (3) sebesar
199 miliar merupakan selisih antara realisasi Belapja Modal berdasar LRA dengan
perimiungan mutasi Bidang Aset yang tidak dapat dijelaskan; (4) Sebesar Rp4,42 miliar
meriipakan selisih antara saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 dengan rincian aset
tetap pada aplikasi Atisibada yang tidak dapat dijelask
rieripakan Koreksi kurang atas akumulasi penyusutan
didukung rincian yang memadai.

er 31 Desember 2016 yang tidak

; dan (5) Sebesar Rp56,39 miliar

BPK, Perwakilan Provinsi Jawa Barat “\‘(
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3Pk tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai-nilai
forachut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai
aritatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah dipeflukan penyesuaian terhadap angka-

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar

opini wajar dengan pengecualian, laporan keuang

yang disebut di atas menyajikan

secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo

anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubah

pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntangi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

ekuitas untuk tahun yang berakhir

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kepajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan

ferhadap Ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pem

Laporan Hasil Pemeriksaan atas
eriksaan atas Kepatuhan terhadap

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan klalam Laporan Nomor 27A/LHP/
AVIEBDG /05/2017 dan Nomor 27B/LHP/ XVIILBIPG /05/2017 tanggal 29 Mei 2017,

vani merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan fini.
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REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEM
ATAS LAPORAN KE|

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2(
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Und
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah men
Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri dari Neracy

tealisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo An

ERIKSAAN
JANGAN

04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
ang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
eriksa Laporan Keuangan Pemerintah
tanggal 31 Desember 2017, Laporan
ggaran Lebih, Laporan Operasional,

taporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal

lersehut. serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Fanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keug

ngan

Penierintah Kabupaten Bandung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian

wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akur
intern yang memadai untuk menyusun laporan k
penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecur

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakad
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut me
BPK. serta merencanakan dan melaksanakan peme
vang memadai apakah laporan keuangan tersebut be
Suate pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti

tansi Pemerintahan dan pengendalian
puangan yang bebas dari kesalahan
angan maupun kesalahan

suatu opini atas laporan keuangan
n pemeriksaan berdasarkan Standar
ngharuskan BPK mematuhi kode etik
iksaan untuk memperoleh keyakinan
as dari kesalahan penyajian material.
yang mendukung angka-angka dan

pengingkapan  dalam laporan keuangan. Prosedyr yang dipilih mendasarkan pada

pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk peni
viterial dalam laporan keuangan, baik vang di
Dalam  melakukan penilaian  risik
pencendalian intern yang relevan dengan penyus
kevangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat unf
v tepat sesual dengan kondisi yang ada, tetapi b
atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kab
vang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas
digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang
Bandung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan

olahan,

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah dipg]
dasar untuk menyatakan opini Wajar Dengan Penged

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

aian risiko kesalahan penyajian yang
tebabkan oleh kecurangan maupin
b, Pemeriksa mempertimbangkan
unan dan penyajian wajar laporan
uk merancang prosedur pemeriksaan
ukan untuk tujuan menyatakan opini
upaten Bandung Barat. Pemeriksaan
ketepatan kebijakan akuntansi yang
dibuat oleh Pemerintah Kabupaten
keuangan secara keseluruhan.

roleh adalah cukup dan tepat, sebagai

ualian,
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Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

q

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.2.1] 2
Reuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai realisasi Belanja
Pemchiharaan Tahun Anggaran 2017 schesar Rp29.95 miliar. Dari nilai tersebut,
diantaranya sebesar Rp23,63 miliar tidak didukung dlengan rincian. Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Belanja,
tetapi belum  dilaksanakan secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti
pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tefsebut diatas posisi per 31 Desember
2017, karena tidak tersedia data dan informasi pada $atuan kerja terkait. Dengan demikian,
BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut
diatas.

2.18 dan lampiran 2 atas Laporan

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.2.2.5 dan lampiran 9 atas Laporan Keuangan,
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai realisasi Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp69.38 niiliar. Dari nilai tersebut, diantaranya
sebesar Rp4,95 miliar merupakan pengadaan bar g dan jasa yang dilaksanakan tidak
sl dengan ketentuan. Pemerintah Kabupaten B ndung Barat mengunakan peraturan
oerindang undangan tentang pengadaan barang dan jasa. tetapi belum dilaksanakan secara
vimadar. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeiksaan yang cukup dan tepat tentang
dumpak dari pelaksanaan pengadaan barang dan jas yang tidak sesuai ketentuan terhadap
it tesebut diatas. Dengan demikian., BPK tidak
penvesuaian terhadap angka tersebut diatas.

apat menentukan apakah diperfukan

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.4.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah

t.abupaten Bandung Barat menyajikan nilai Beba
sebesar Rp197,50 miliar dan diantaranya sebesar Rp
vaksin dan sebesar Rp2,85 miliar berupa beban perse
tersebut, terdapat permasalahan: (1) Sebesar Rp14,27
Beban Persediaan yang tidak dapat dijelaskan, (2)
Beban Persediaan Vaksin yang disajikan tanpa disele

Persediaan per 31 Desember 2017
10,20 miliar berupa beban persediaan
diaan alat kontrasepsi. Dari nilai-nilai
miliar merupakan selisih perhitungan
Sebesar Rpl10.20 miliar merupakan
hggarakannya kartu persediaan vaksin

untuk mencatat mutasi persediaan vaksin secara mefadai, dan (3) Sebesar Rp2.85 miliar

merupakan Beban Persediaan Alat Kontrasepsi y
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupatg
memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tep)
tidak tersedianya data dan informasi pada satuan kerjs
menentukan apakah diperlukan penyesuaian te

(]
l

dapa

Opun Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang
wajiar dengan pengecualian, laporan keuangan yan

watar, dalam semua hal yang material, posisi keuan
Barai tangeal 31 Desember 2017, dan realisasi anggd

cperasional, arus kas, serta perubahan ekuitas unt

L
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi E’cnwrim::ltan,
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ang disajikan tidak sesuai dengan
n Bandung Barat. BPK lidak dapat
at tentang nilai-nilai tersebut, karena
terkait. Dengan demikian, BPK tidak
rhadap angka-angka tersebut diatas.

Hijelaskan dalam paragraf dasar opini
p disebut di atas menyaijikan secara
gan Pemerintah Kabupaten Bandung
ran, perubahan saldo anggaran lebih,
tahun yang berakhir pada tangpal
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Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Bl suga melakukan pemeriksaan terhadap sisten
terhadap ketentvan peraturan perundang-undangan.

memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
pengendalian intern dan kepatuhan
Laporan Hasil Pemeriksaan atas

distem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pé¢meriksaan atas Kepatuhan terhadap

Ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  dipajikan

Laporan  Nomor

38.B/LHP/XVIILBDG/05/2018 dan Nomor 38.C/LHP/XVIILBDG/05/2018 tanggal
24 Me1 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 24 Mei 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pepwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Ari Endar

, S.E., M.Si., Ak.

{
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Bandung, 30 Mei 2018
RTINS - 28B/S-HP/XVIILBDG/05/2018 Kepada Yk,
b Satu berkas Plt. Bapati Bandung Vaear
I Hasil Pemeriksaan  atas  Laporan i
Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Npamprah

Pandung Barat TA 2017

P Peineriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 faln 00
merteann Peigelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undar: |
wiin ads ientang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainny |
eriosaan ains Laporan Keuangan Pemerintah Kabupateny Bandung Barat Tahun e

vave terdicn dari Neraca per 31 Desember 2017, La oran Real|sasi Anggaran. Lapornn Forur o =
| » L.ap 2g . by

wnepearan Lebity, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, darf Laporan Perubahon Blovii so., o

L baporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Femeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintads

fobupaien Bandung Barat dengan memperiatikan kesesupian laporan keusngan denean Sranda

i RS R e 2 ()

Abnntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pen endalian iftern, dan kepatuhan terhadap keteption
| P i

rn perundang-undangan,

tokalk-pokol hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabu paten Bandun: Iasnt
CAeEavan 2017 vang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

S st Baporan Keuangan

wniterikan oping Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Parag 406y
SonWein Dengan Pengecualian,

s encendalinn Intern
Cononenenniban adanya kelemahan sistem pengendalian fntern atas penyusunan i
S Badin

Pengelolann, penatausahaan dan pencatatan persediaan|belum memadai; don
b Pengelolaan dan penyajian Aset Tetap belum memadgi dan belum mengeambarkan 1t
sehenarnva: dan

¢ Belanja Bahan Baku Bangunan dan Belanja Barang/Uang yang Akan Diseraliion
Musyarakat belum dilaksanakan secara memadai.,
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" BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

R ———

Bandung, 28 Meci 2019

Nonor : 35.B/S-HP/XVIIL.BDG/05/2019 Kepada Yth.
campiran @ | (satu) berkas Bupati Bandung Barat
Perihal :  Hasil Pemeriksaan atas Lapordn

Keuangan Pemerintah Kabupatén di

Bandung Barat Tahun 2018 Ngamprak

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang \.'omor 15 Tabran cadun
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Pawab Keuangan Negara dan i/ oo
Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan scrin (0
Undang terkait lainnya, telah melakukan pemerikshan atas Laporan Keuanean ' -
Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2018, yang terdjri dari Neraca per 31 Descmber Join
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebin, Lavo ..
Uperasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Coritas o
Laporan Kevangan untuk tahun yang berakhir padg tanggal tersebut.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan
Reuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barjt dengan memperhatikan kesesunias
‘aporan - keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas siciom
pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Lap¢ran Keuangan Pemerintah k K.abe paten
Jindung Barat Tahun Anggaran 2018 yang perfu mendapat perhatian adalah schugai

Wik,
' Opini atas Laporan Keuangan

BI'K memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Barmt Tahun
2U18 Wajar Dengan Pengecualian,

4

2. Sistem Pengendalian Intern

3PK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam pen oo
laporan keuangan, antara lain:
a. Penatausahaan Persediaan pada Empat OPI) belum Memadai: can

b. Pengelolaan Aset Tetap Belum Optimal.
3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatyghan terhadap peraturan pervidono-
undangan dalam pengelolaan keuangan daerah| antara lain:

2. Pencairan Klaim Dana Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Lembang Tidak
Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp7.71$.323.900,00:

b. Pembayaran Biaya Personil pada 27 Paket|Pekerjaan Jasa Konsultansi di Dinas
Pendidikan Tidak Sesuai Kondisi yang Sesyngguhnya Sebesar Rp877.785 500,00
“csalahan Penganggaran Belanja Barang lan Jasa dan Belanja Modai Sebosus
Kp3.108.775.050,00.
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BADAN PEMERIKSA KE

REPUBLIK INDONE
. Toha No. 164 Bandung, Telepon (022) 52073

1. Moch

UANGAN
SIA
90/7294 I'aksimile (022) 5207898

Momer

28B/S-HP/XV1.BDG/06/2020

| (satu) berkas

Hasil Pemeriksaan atas Lapora
Keuangan Pemerintah Kabupate
Bandung Barat Tahun 2019

L ampiran
Perihal

Hadan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Und
feitang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jaw
Uidang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeri}
terhait lainnya, telah melakukan pemeriksaan ata
Kabupaten Bundung Barat Tahun Anggaran 2019,

Pesember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Lapora
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Lapor

atas Laporan Kevangan untuk tahun yang berakhir pag

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opi

Femerintall Kabupaten Bandung Barat dengan nf

heuangun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, k

sister pengendalian intern. dan kepatuhan terhadg

vidaigan

i"okok-pokok hasil pemeriksaan atas Lapora
Baadung Barat Tahun Anggaran 2019 yang perlu
beriaut.

. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pen

Fabun 2019 Wajar Tanpa Pengecualian,

g

Fos

Sistem Pengendalian Intern
BPK inenemukan adanya kelemahan sistem pen|
laporan keuangan, antara lain:
4. Penatausahaan Piutang Dana Non' Kapitasi B
b.  Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap bel
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-un
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhg
undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, ai

!

Bandung, 26 Juni 2020
Kepada Yih.
Bupati Bandung Barat
di

Ngamprah

ang-Undang Nomor 13 Tahun 2004
ab Keuangan Negara dan Undang-
tsa Keuangan serta Undang-Undang
5 Laporan Keuangan Pemerintal
yang terdiri dari Neraca per 31
N Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
i Perubahan Ekuitas serta Catatan
la tanggal tersebut.

hi atas kewajaran Laporan Keuanpan
remperhatikan  kesesuaian  laporan
pcukupan pengungkapan, efcktivitas
p ketentuan peraturan perundape-

1 Keuangan Pemerintah Kabuapaten
mendapat perhatian adalah seboaga

herintah Kabupaten Bandunyg B

pendalian intern dalam penyusunan

PIS belum optimal; dan
um optimal.
dangan

n terhadap peraturan perundang-
htara lain:




Terdapat Kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Hibah Barang atau Jasa yang
diserahkan  kepada pihak ketiga/masyarfkat pada dua OPD  sebesar
Rp335.129.709,90; ;

Terdapat kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp604.590.018,60.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut| BPK merekomendasikan Bupati

Kabupaten Bandung Barat, antara lain agar menginstruksikan:

a.

Lapor

!
Kepala Dinas Keschatan agar menyusun BOP rekonsiliasi dan maonitoring
pengajuan dan pembayaran klaim Jasa Non Kdpitasi;
Sekretaris Daerah untuk melakukan inventatisasi barang milik daerah sccara
periodik dan menetapkan penggolongan dan kpdefikasi barang milik daerah yang
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 dengan
Keputusan kepala daerah; '

Kepala Dinas PUPR serta Kepala Dinas Patiwisata dan Kebudayaan acar

memproses Kelebihan pembayaran sebesar Rp335.129.709,90 sesuai ketentugn
yang berlaku, serta menyetorkannya ke Kas Daerah:

Kepala  Dinas PUPR agar memproses [|kelebihan pembayaran  schesar
Rp0604.590.018,60 sesuai ketentuan yang berldku, serta menyetorkannva ke ks
Daerah,

tntuk jelasnya kami lampirkan laporan hagil pemeriksaan dimaksud, vaitu
mn Nomor 28A/LHP/XVILBDG/06/2020; Nomor 28B/LHP/XVIILBDG/OG/2020:

dan Nomor 28C/LHP/XVIILBDG/06/2020 masing-masfng bertanggal 23 Juni 2020

Pemer

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
iksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kpuangan Negara, jawaban atau

penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas [rekomendasi BPK disampaikan
sclambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

I'embusan:

1. Yth
2.¥Y1th
3. Y1th
4. ¥1th
5. Yth
6. Yth

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ugapkan terima kasih.

ERIKSA KENANGAN

)

i
) fa,}lsiflﬁ:, Ak, CA., (‘Fil".-\‘\‘
YL 19690404 199003 1 003 I

- Anggota V BPK;

. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat;
. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
. Inspektur Utama BPK;

. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;

- Inspektur Kabupaten Bandung Barat.




BADAN PEMER IKSA KEL
PERWAKILAN PROY INSI.JA
Jalan Mozh T No 4.
Telepon (022) 520-729.4 Fol.

ANGAN
WA BARAT
" Bandung 40243

SWIEE ((122) 520-789%

Bandung, 24 Mei 2021

Nomor . A% S-HPIXVILBDGOS200 Kepada Ytli.
Lampiran  : ] (satu) berkas Bupati Bandung Birat
Perihial © Hasil Pemeriksaan atas Laparan di

Keuangan Pemerintaly Kabupaten Ngamprah

Bandung Barat Tahun 207

Badan Penmeriksa Keuangan berdasarkan 1 ndang-Undang Nomor 15 1 ahun 2001
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawal I-;-:uuug;’lhn Negara dan Undang-Undang Ny, 3
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait aing. . velal)
melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Bara: |,
Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi ANguara
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, .
Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal terschut, serta Catatan ata
Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan
Pemerintali Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap
Ketentuan peraturan perundang-undangan

Pokok-pokok hasil pemeriksaan alas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung
Barat Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapal perhatian adalah sebagai berikur

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020
Wajar Denuan Pengecualian,

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundung-undangan

BPK menemukan adanya Kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan Keuzngan, antara lain:

2. Kelebihan pembayaran Belanja Modal pada lima paket peherjaan peningkatan jalan sehesar
Rp3.417.582.485,1 | pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang:

b. Belanja Tidak Terduga di Bidang Penanganan Sosial untuk Jaring Pengaman Sosia) day
Bantuan Pangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Dinas Sosial udak seaun
Ketentuan;

¢. Penatausahaan persediaan belum sesuai ketentuan: dan

d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Asel Lainnya tdak dapat diyaking kewajarannya

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekamendasiban Bupati Bandung Barat

antara lain agar:

a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Pengeuna
Anggaran:

) =



1) Memerintahkan  Pejabat  Pembuat Komitmen
melaksanakan pengendalian kontral.

2) Memproses kelebilian pembayaran sesus; ketentuan yang berl
Kas Daerah kepada: A
a) PT RGU sebesar Rp635.504 570 7
b) PT PSN sebesar Rpl1.043 261 341 19,
¢) PT CMBP sebesar Rp387.715 993.14:
d) PT KBM sebesar Rp697.200. 145 34
¢) PT AHJ sebesar Rpd53,897 432 74

S
(PPK) 4220 lebih cermat dialam

abu dan nmenyetorkannya ke

b. Menginstruksikan Kepala Dinas Sosial selaky Pengouna Anggaran memerintahkan PP 4.,
lebih cermat dalam  melaksanakan pc:!;:n:.fAIl—uh knmr"..l.k dan memproses | :;“;
pembayaran sebesar Rpl1.450.630.000,00, kepada PT JDG sebesar Rp209.650.000.00;
SSG sebesar Rp6.500.000,00, CV JKC sebesar Rp113.100.000.00: dan CV S}

Rpl.121.400.000,00 sesuai ketentuan vang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daer!

o

Melalui seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menginstruksiban Feioor,
Barang masing-masing OPD untuk lehih tertib dalam penatausahaan persedinan berupe
pencatatan mutasi keluar/masuk persediaan yang didukung dengan bukt memadar dan ¥
Subbagian Keuangan masing-masing OPD untuk menghitung Beban Persediaan berdasar .
pemakaian, dan

d. Menginstruksikan Kepala BKAD memerintahkan Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala

Bidang Aset untuk melakukan rekonsiliasi perhitungan penyusutan Aset Tetap dan Aser
Lainnya,

Untuk jelasnya  kami lampirkan laporan  hasil pemeriksaan  dimaksud,  yaitu
Laporan Nomor 36A/LHP/XVIILBDG/05/202 | dan Nomor 36 B/LHP/XVIILBDG/05/2021 masing-
masing bertanggal 19 Mei 2021,

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor |5 Tahun 2004, jawaban atau penjelisan
kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 {enam
puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
epala Perwakilan,

——

’/‘Iff'f‘;'*\*
o4} RN
A AU BT

KEPALA
PELWAKILAD

{ \;' Khighib S.E., MESIALK., CA, CSEA, CPA (Aust)
T\ NP 1960830195903 1001 |
\'Kc e e o0

NS AN

LR S

-

Tembusan (tanpa lampiran) Yth:

l. Anggota V BPK R,

2. Auditor Utama Keuangan Nepara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI,

4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Inspektur Kabupaten Bandung Barat.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
Jalan Moch. Toha No.164 Bandung 40243
Telepon (022) 520-7294 Faksimili (022) 520-7898

Bandung, 24 Mei 202]

Nomor 428 /S-HP/XVIII.BDG/05/202 ] Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) berkas Bupati Bandung Barat
Perihal . Hasil Pemeriksaan atas Laporan di

Keuangan Pemerintah Kabupaten Negamprah

Bandung Barat Tahun 2020

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 icniang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah
melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun
Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan
Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas
Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan. ’

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung
Barat Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020
Wajar Dengan Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

a. Kelebihan pembayaran Belanja Modal pada lima paket pekerjaan peningkatan Jjalan sebesar
Rp3.417.582.485,11 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

b. Belanja Tidak Terduga di Bidang Penanganan Sosial untuk Jaring Pengaman Sosial dan
Bantuan Pangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Dinas Sosial tidak sesuai
ketentuan;

¢. Penatausahaan persediaan belum sesuai ketentuan; dan

d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya tidak dapat diyakini kewajarannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bandung Barat

antara lain agar:
a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Pengguna
Anggaran:



1) Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar lebih cermat dalam
melaksanakan pengendalian kontrak:
2) Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke
Kas Daerah kepada:
a) PT RGU sebesar Rp635.504.572,17:
b) PT PSN sebesar Rpl.043.261.341.49;
¢) PT CMBP sebesar Rp587.718.993,14;
d) PT KBM sebesar Rp697.200.145,56;
e) PT AHJ sebesar Rp453.897.432,75.

b. Menginstruksikan Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran memerintahkan PPK agar
lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian kontrak dan memproses kelebihan
pembayaran sebesar Rp1.450.650.000.00. kepada PT JDG sebesar Rp209.650.000,00; CV
SSG sebesar Rp6.500.000,00; CV JKC sebesar Rp113.100.000,00; dan CV SJ sebesar
Rp1.121.400.000,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah:

¢. Melalui seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menginstruksikan Pengurus
Barang masing-masing OPD untuk lebih tertib dalam penatausahaan persediaan berupa
pencatatan mutasi keluar/masuk persediaan yang did ukung dengan bukti memadai dan Kepala
Subbagian Keuangan masing-masing OPD untuk menghitung Beban Persediaan berdasarkan
pemakaian; dan

d. Menginstruksikan Kepala BKAD memerintahkan Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala
Bidang Aset untuk melakukan rekonsiliasi perhitungan penyusutan Aset Tetap dan Aset
Lainnya.

Untuk  jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan  dimaksud, yaitu
Laporan Nomor 36 A/LHP/XV111.BDG/05/2021 dan Nomor 36B/LHP/XVII1.BDG/05/2021 masing-
masing bertanggal 19 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan

kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam
puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

|
¥,
/SiNAk., CA, CSFA, CPA (Aust.)
NIP 196808301989031001
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Tembusan (tanpa lampiran) Yth:

- Anggota V BPK RI;

- Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI:
- Inspektur Utama BPK RI;

- Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI:

. Inspektur Kabupaten Bandung Barat.
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